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Abstract 

The Irish Backstop is a protocol in the 2018 (rejected) draft of the Withdrawal 

Agreement, which would leave the UK (in general) in the EU Customs Union and 

Northern Ireland (in particular) in some aspects of the European Single Market, until 

a solution is found to prevent hard borders. The aim is not to compromise the Good 

Friday Agreement and to maintain the integrity of the European Single Market. It 

will enter into force only if no other solution exists by the end of the (agreed upon) 

transition period, and will remain in effect until such a solution is found and agreed 

to be practical. However, the backstop policy was rejected by the British Parliament 

which resulted in the resignation of Theresa May as British Prime Minister. By using 

constructivism and postfunctionalism theory, the author analyzes the reasons for the 

British Parliament's rejection of the Backstop Policy. 
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1. Pendahuluan 

Setelah Brexit, hukum Uni Eropa dan Pengadilan Uni Eropa tidak lagi 

memiliki hak atas hukum Inggris, kecuali di wilayah tertentu yang terkait dengan 

Irlandia Utara. Undang-Undang (Penarikan) Uni Eropa tahun 2018 mempertahankan 

hukum UE yang relevan sebagai hukum domestik, yang sekarang dapat diubah atau 

dicabut oleh Inggris (Hayes, 2021). Dampak yang paling dirasakan akibat adanya 

Brexit adalah Pemerintah Irlandia Utara yang menjadi bagian dari Persemakmuran 

Inggris dan Republik Irlandia (mencakup wilayah Irlandia Selatan) yang menjadi 

bagian dari Uni Eropa. Saat Inggris masih menjadi bagian dari Uni Eropa, tidak ada 

pemeriksaan bea cukai atau peraturan atas barang yang lewat antara Irlandia Utara 

dan Republik Irlandia. (Europian Council, 2020) Hal itu karena pasar tunggal Uni 

Eropa dan pengaturan serikat pabean memudahkan orang, barang dan jasa untuk 

melintasi perbatasan, dengan kedua negara mengikuti seperangkat aturan yang sama. 

Tapi, setelah Brexit, peraturan tersebut dapat berubah. Kedua bagian pulau Irlandia 

dapat berada dalam rezim peraturan yang berbeda. Hal ini, pada gilirannya, dapat 

menyebabkan kesenjangan antara kedua belah pihak jika tidak adanya kesepakatan 

bersama dalam penyelesaian masalah tersebut (Perez-Pena, 2019). 

Parlemen Inggris mempertimbangkan kebijakan Brexit sebagai pemicu 

kembali konflik perbatasan antara Republik Irlandia dengan Irlandia Utara. Maka, 

pemerintahan Theresa May mengeluarkan kebijakan Backstop sebagai solusi untuk 

meredam konflik di wilayah Republik Irlandia dan Irlandia Utara. Solusi Backstop 

yang ditawarkan oleh pemerintahan Theresa May menekankan pada pasar ekonomi 

Inggris tetap di bawah serikat pabean Eropa dalam jangka waktu yang tak terbatas 
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hingga Inggris dan Uni Eropa menemukan jalan keluar dari Brexit dan memaksa 

untuk memberlakukan tarif yang sama dengan negara – negara Eropa yang lain. 

Dengan adanya Irlandia Utara berada di bawah pengawasan Uni Eropa membuat 

barang atau jasa yang berasal dari Eropa masuk ke dalam wilayah Irlandia tidak akan 

dikenakan sesi pemeriksaan. Namun, apabila terdapat barang atau jasa dari Inggris 

masuk ke dalam wilayah Irlandia Utara maka akan diberlakukan proses pemeriksaan 

(Saputra, 2019). 

Faktanya adalah dengan atau tanpa kesepakatan Brexit, Buku Putih Brexit telah 

menegaskan bahwa Inggris harus berada di luar Pasar Tunggal Uni Eropa dan Serikat 

Pabean. Hal ini berarti perbatasan fisik akan muncul kembali di pulau Irlandia. Hal 

ini adalah prospek yang tidak menyenangkan karena ingatan kelam akan periode 

“Troubles”, yaitu konflik berdarah Irlandia Utara yang dipicu oleh bentrokan di 

wilayah perbatasan pada akhir tahun 1960-an. Bentrokan ini terjadi antara mayoritas 

penganut Protestan Inggris dan penduduk minoritas Katolik atau nasionalis Irlandia. 

Selama bertahun-tahun, keanggotaan Inggris dan Irlandia di UE menghilangkan 

perbatasan yang memisahkan keduanya. Upaya ini berhasil mengakhiri “Troubles” 

dalam Perjanjian Jumat Agung tahun 1998,. Perjanjian tersebut juga menetapkan 

bahwa seluruh perbatasan Irlandia bebas (Jarvis, Collier, & Herbert, 2019). 

Pendekatan kasar yang diambil dalam kesepakatan Brexit melanggar Perjanjian 

Jumat Agung. Usulan Theresa May adalah solusi ‘backstop’ untuk perbatasan 

Irlandia dalam kesepakatan Brexit. Backstop adalah lampiran yang sudah tidak 

berlaku untuk rancangan perjanjian penarikan Brexit yang dikembangkan oleh 

pemerintah May dan Komisi Eropa pada bulan Desember 2017 dan diselesaikan pada 

bulan November 2018, yang bertujuan untuk mencegah perbatasan yang jelas (satu 

dengan kontrol bea cukai ) antara Republik Irlandia dan Irlandia Utara setelah Brexit. 

Backstop akan mengharuskan Irlandia Utara tetap berada di beberapa aspek Pasar 

Tunggal, sampai pengaturan alternatif disepakati antara UE dan Inggris. Proposal 

tersebut juga mengatur agar Inggris secara keseluruhan memiliki wilayah pabean 

yang sama dengan UE hingga solusi diberikan untuk menghindari perlunya kontrol 

bea cukai di Inggris (antara Irlandia Utara dan Inggris Raya). Elemen 'backstop' 

adalah bahwa pengaturan tersebut akan terus berlaku secara potensial tanpa batas 

waktu kecuali jika Inggris dan UE sama-sama menyepakati pengaturan yang 

berbeda, misalnya pada perjanjian perdagangan antara Inggris dan UE pada akhir 

masa transisi. Ini berarti Irlandia Utara akan tetap tunduk pada kerangka hukum Uni 

Eropa dan akan tetap terpisah dari Inggris untuk waktu yang tidak terbatas sehingga 

Parlemen Inggris menentang solusi Theresa May ini (O'Carroll, 2019). Penolakan ini 

dibuktikan dalam pemungutan suara yang diselenggarakan pada 14 Januari 2019 

dengan hasil 432 suara menolak klausul Backstop banding 202 suara setuju dengan 

kesepakatan tersebut. Hasil yang sama juga diperoleh dari pemungutan suara yang 

diselenggarakan pada Maret 2019 dengan perbandingan 149 suara. Sebanyak 238 

suara anggota partai buruh, 75 anggota partai konservatif, 35 anggota partai nasional 

skotlandia, 11 anggota partai demokrat liberal menolak kebijakan tersebut.  Diikuti 

penolakan dari beberapa anggota partai plaid cymru dan partai hijau. Penolakan dari 

mayoritas anggota parlemen Inggris tetap berlanjut pada pemungutan suara 

selanjutnya. Diketahui 118 anggota partai konservatif, yang merupakan partai 

pemimpin, menolak kebijakan tersebut (BBC, 2019). 

Akibat adanya kesenjangan antara kebijakan Backstop dari Perdana Menteri 

Theresa May dan penolakan yang dilakukan oleh Parlemen Inggris seperti yang telah 

https://www.nytimes.com/2018/10/04/world/europe/northern-ireland-troubles.html
http://www.theirishstory.com/2015/02/09/the-northern-ireland-conflict-1968-1998-an-overview/#.XD_ywVUzapo
http://education.niassembly.gov.uk/post_16/snapshots_of_devolution/gfa
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dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk menganalisis lebih jauh alasan penolakan 

kebijakan Backstop oleh Parlemen Inggris. Penelitian ini menarik untuk diteliti 

ketika solusi kebijakan backstop yang ditawarkan oleh Perdana Menteri Theresa May 

untuk menghindari konflik di perbatasan antara Irlandia Utara dan Republik Irlandia 

akibat dampak yang ditimbulkan oleh adanya Brexit mendapat penolakan dari 

Parlemen Inggris hingga mengakibatkan mundurnya Theresa May dari jabatan 

Perdana Menteri. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis menganalisis alasan 

penolakan kebijakan Backstop oleh Parlemen Inggris. 

 

2. Metodologi 

Teknik pengumpulan data adalah cara penulis mendapatkan data yang akan 

digunakan dalam menganalisis sebuah masalah dalam penelitian (Suryana, 2012).  

Berdasarkan cara memperoleh data, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari hasil penelitian atau 

analisa dari pihak lain yang terlibat langsung dalam bentuk sebuah berita, jurnal, 

hingga buku. Selain itu, pengumpulan data sekunder diperoleh dari ragam informasi 

faktual lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan bersumber dari media internet. 

Oleh karena itu, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode penelitian kepustakaan (Library Research). Pengumpulan tersebut 

diperoleh melalui: Publikasi Ilmiah (Jurnal-jurnal internasional), buku-buku atau e-

book, Report yang dikeluarkan oleh lembaga nasional maupun internasional, situs 

resmi pemerintah maupun organisasi internasional. Dengan data sekunder yang telah 

diperoleh kemudian penulis akan menganalisis faktor-faktor penyebab hambatan 

perlindungan anak di Ghana. Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif 

kualitatif. Data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis yang pada akhirnya 

dideskrisipkan hingga membentuk suatu kesimpulan terhadap permasalahan yang 

sudah dianalisis sebelumnya. 

Kerangka Konseptual 

Pada penulisan karya ilmiah, kerangka konseptual diperlukan sebagai 

instrumen yang diperlukan penulis untuk menganalisis dan melakukan penelitian. 

Dalam sub-bab kerangka konseptual ini, penulis akan menyebutkan teori-teori yang 

dianggap dapat dijadikan alat analisis untuk memecahkan permasalahan yang sudah 

disebutkan. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori 

konstruktivis dan postfunctionalism. 

 

Teori Kontruktivisme 

Konstruktivisme adalah pendekatan teoritis dalam studi hubungan internasional 

yang populer pada tahun 1990an, setelah berakhirnya Perang Dingin. Seiring 

munculnya aktor-aktor non-negara, juga berkembangnya isu-isu internasional 

menjadi salah satu faktor dari diliriknya pendekatan ini. Ketidakmampuan neo-realis 

dan neo-liberalis dalam menjelaskan isu-isu internasional yang berkembang 

menjadikan konstruktivis sebagai alternatif dalam penjelasan isu-isu tersebut. Neo-

realis dan neo-liberal hanya dapat mengeksplorasi bagaimana kepentingan itu dapat 

terwujud, tapi tidak dapat menjelaskan bagaimana suatu kepetingan itu terbentuk 

(Guzzini, 2000). 
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Konstruktivisme hadir sebagai reaksi terhadap realisme terutama kritiknya 

terhadap neorealis. Teori neorealis berfokus pada bagaimana distribusi kekuatan 

material, seperti kekuatan militer dan kemampuan ekonomi, mendefinisikan 

keseimbangan kekuatan  antar negara dan menerangkan perilaku antar negara. 

konstruktivis menolak fokus materi satu sisi tersebut. Konstruktivisme berfokus 

pada kesadaran manusia dan tempatnya di dunia (Jackson, 2007). Menurut 

konstriktivis aspek hubungan internasional yang paling penting adalah sosial bukan 

material. Mereka berpendapat bahawa dunia sosial, politik termasuk hubungan 

internasional bukanlah identitas fisik atau objek material yang berada diluar 

kesadaran manusia. Akibatnya, studi Hubungan Internasional harus berfokus pada 

ide dan keyakinan yang menginformasikan dikancah internasional serta saling 

memahami antar mereka (Waltz, 1979). 

Konstruktivis melihat dunia sebagai sebuah proyek yang sedang dikerjakan, 

seperi menjadi apa bukan apa adanya. Konstruktivisme juga percaya 

bahwa sistem internasional bukanlah sesuatu yang ada dengan sendirinya melainkan 

sistem internasional hanya ada sebagai kesadaran intersubjektif atau pemahaman 

umum diantara orang-orang; dalam makna itu sistem internasional disusun dalam 

ide-ide, bukan oleh kekuatan material. Sistem internasional merupakan rangkaian 

ide, kerangka pemikiran, sistem norma yang telah disusun oleh orang-orang tertentu 

di waktu dan tempat tertentu. Jika pemikiran dan ide yang masuk ke dalam 

kebenaran hubungan internasional berubah, maka sistem itu sendiri juga akan 

berubah, karena sistem terdiri dari pemikiran dan ide (Smith, 2005). 

Karena sistem internasional itu bersifat relatif dan hasil bentukan bersama, 

maka dapat diubah bila manusia mulai memikirkan cara baru dan mendukung norma-

norma baru yang secara radikal berbeda dengan yang lama. Terkonstruksi berarti 

bahwa dunia muncul terkonstruksi melalui proses interaksi antar agen-agen 

(individu, negara, dan NGO) dengan struktur lingkungan yang lebih luas. Ada proses 

saling mempengaruhi antar agen-agen dan struktur melalui proses deliberasi 

(musyawarah), argumentasi dan konsep-konsep lain (Adler, 

1997). Konstruktivisme dibagi ke dalam tiga aspek umum, yaitu: 

1. Intersubjective Understanding 

Para konstruktivis memfokuskan pada dimensi intersubjektif 

dari pengetahuan karena mereka ingin menjelaskan aspek sosial dari keberadaan 

manusia, peranan ide-ide bersama sebagai struktur ide yang membatasi dan 

membentuk perilaku. Kontruktivis mengasumsikan adanya struktur sosial. Dalam 

konteks ini konstruktivis juga bersifat empiris, namun yang diamati bukan dunia atau 

struktur material, tetapi struktur ide para subyek yang mendefinisikan hubungan 

internasional. 

2. Hubungan Struktur ide dan Perilaku aktor 

Struktur internasional bagi kalangan kontruktivis memiliki pengaruh yang 

membentuk dan mengatur, bukan pengaruh langsung yang bersifat kausalitas 

terhadap aktor-aktor. Struktur ini juga mengarahkan aktor untuk mendefinisikan 

kembali kepentingan dan identitas mereka dalam proses (sewaktu proses) interaksi 

(dan para aktor menjadi tersosialisasi oleh proses). Struktur idealis ini membentuk 

para aktor mendefinisikan dirinya siapa mereka, tujuan mereka, dan peran yang 

mereka yakini harus mereka lakukan. 

https://www.dictio.id/t/apakah-yang-dimaksud-constructivism/5102
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-teori/123512
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-distribusi/14564
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-negara/117128
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-perilaku/116744
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-self-consciousness/116819
https://www.dictio.id/t/apakah-yang-dimaksud-ilmu-politik-atau-political-science/4633
https://www.dictio.id/t/apakah-yang-dimaksud-dengan-identitas/8816
https://www.dictio.id/t/apakah-yang-dimaksud-constructivism/5102
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-sistem-atau-system/13088
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-self-consciousness/116819
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-sistem-atau-system/13088
https://www.dictio.id/t/bagaimana-hubungan-antara-identitas-sosial-dengan-aksi-bersama-collective-action/149142
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-negara/117128
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-lingkungan-hidup/32127
https://www.dictio.id/t/apakah-yang-dimaksud-constructivism/5102
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-pengetahuan/31154
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-peranan/124609
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-perilaku/116744
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-perilaku/116744
https://www.dictio.id/t/apakah-yang-dimaksud-dengan-identitas/8816
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-peranan/124609
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3. Hubungan Agen dan Struktur 

Struktur ideasional dan aktor-aktor atau agen-agen saling membentuk dan 

menentukan satu sama lain. Struktur membentuk kepentingan dan identitas aktor 

tetapi struktur juga diproduksi, direproduksi dan diubah melalui praktik terus 

menerus dari para agen. Sehingga, berbeda dengan neo-realis yang melihat bahwa 

aktor tak dapat melakukan sesuatu dalam struktur kecuali merespon, kontruktivis 

mengatakan bahwa struktur eksis melalui interaksi timbal balik para aktor. Oleh 

karena itu, agen melalui tindakan sosial dapat merubah struktur. Mereka karenanya 

dapat beremansipasi untuk menggantikan praktik konfliktual yang dilakukan negara-

negara kepada praktik-praktik yang lebih bersahabat. 

Sebagai teori alternatif dalam studi HI, konstruktivisme memiliki fokus dan 

asumsi dasar yang berbeda dengan teori arus utama. Neorealisme, misalnya, 

cenderung berfokus pada aspek material (kekuatan militer dan kemampuan ekonomi) 

dalam menentukan keseimbangan kekuatan antarnegara, serta menjelaskan perilaku 

diantaranya. Sebaliknya, konstruktivisme berpendapat bahwa aspek hubungan 

internasional yang paling penting adalah dunia sosial (Jackson & Sorensen, 2014). 

Sedangkan asumsi konstruktivisme seperti dinyatakan Jackson dan Sørensen 

bahwa, “sistem internasional tidak ada dengan sendirinya, sistem internasional hanya 

ada sebagai kesadaran intersubjektif di antara aktor dalam sistem tersebut”. Artinya, 

sistem internasional dibentuk berlandaskan pemahaman-bersama para aktor 

(negara/nonnegara) yang terlibat dalam dinamika kebijakan tersebut. 

Menurut Alexander Wendt, konstruktivisme adalah sebuah teori struktural 

yang didasarkan pada asumsi bahwa aktor digabung secara sosial. Asumsi dasar dari 

konstruktivis yaitu, ide (gagasan), norma, dan identitas, merupakan aspek non-

materil yang dapat membentuk tindakan suatu aktor dalam hubungan internasional. 

Identitas adalah dasar dari interest (kepentingan), yang mana akan menentukan 

action (tindakan). Hal ini menjelaskan kepentingan negara terbentuk sesuai identitas 

negara tersebut, yang mana identitas itu sendiri dibentuk oleh aktor-aktor di dalam 

negara tersebut melalui ide, gagasan, dan norma yang ada. Konstruktivis tidak 

mengabaikan pengaruh dan peran kekuatan materil (Kapabilitas militer, ekonomi, 

dan sebagainya), namun beranggapan bahwa seperangkat ide yang tertuang dalam 

norma internasional turut menentukan bagaimana aktor-aktor bertindak di dunia 

internasional. Aktor negara maupun non-negara dianggap sebagai Agent dan dunia 

internasional sebagai Structure, kedua aspek tersebut tidak dapat dipisahkan, karena 

pada dasarnya aktor itu sendirilah yang menciptakan tatanan dunia internasional 

melalui ide, gagasan, serta norma yang disepakati (Wendt, 1999). 

Konstruktivis mengedepankan makna dan interpretasi bersama sebagai 

kompenen analitis esensial dibalik tindakan para aktor. Hal ini dapat terlihat dari 

asumsi konstruktivis bahwa struktur non-materil dapat mempengaruhi cara berfikir 

aktor dalam menentukan tindakan apa yang dapat diambil dan tindakan apa saja yang 

tidak dapat diambil dalam mencapai mencapai suatu tujuan (Wendt, Anarchy is What 

States Make of It: The Social Construction of Power Politics, 1992). Misalnya : 

negara A menganggap negara B sebagai sekutu, jadi tidak masalah membiarkannya 

melakukan produksi senjata, akan tetapi negara A menganggap negara C sebagai 

musuh, jadi melarang negara C dalam melakukan produksi senjata karena dianggap 

dapat mengancam negara A. 

 

https://www.dictio.id/t/apakah-yang-dimaksud-dengan-identitas/8816
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-asas-timbal-balik-reciprocity-social/4871
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-tindakan-sosial/119113
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Postfunctionalism 

Asumsi dasar postfungsionalism menurut Hooge dan Marks adalah (a) integrasi 

Eropa telah dipolitisasi dalam pemilihan umum dan referendum, (b) sebagai 

akibatnya, preferensi masyarakat umum dan partai politik nasional menjadi penentu 

hasil yurisdiksi, (c) dan identitas sangat penting dalam membentuk kontestasi di 

Eropa. Hooghe dan Marks (2008) menyajikan teori pascafungsionalisme integrasi 

Eropa untuk memahami perkembangan baru dalam politik Eropa yang tidak dapat 

dijelaskan oleh neo-fungsionalisme maupun antar pemerintahan. Mereka 

berpendapat bahwa sementara integrasi regional mungkin dipicu oleh 

ketidaksesuaian antara efisiensi dan struktur otoritas yang ada, hasilnya adalah akibat 

konflik politik seputar identitas kolektif daripada mencerminkan efisiensi (Hooghe & 

Marks, 2008). 

Menurut Hooghe dan Marks, sejak Perjanjian Maastricht sudah tepat untuk 

berbicara tentang dissensus2 yang membatasi publik Eropa. Integrasi Eropa telah 

menjadi isu yang sangat dipolitisasi, dan pembuat kebijakan saat ini tidak dapat 

mengabaikan opini publik. Perkembangan ini disebabkan oleh semakin menonjolnya 

isu-isu UE karena integrasi Eropa memiliki konsekuensi yang semakin nyata dalam 

kehidupan sehari-hari masyarakat. Selain itu, dengan Kesepakatan Maastricht tahun 

1991, pengambilan keputusan tentang integrasi Eropa memasuki dunia persaingan 

partai, pemilihan umum dan referendum yang kontroversial. Dalam upaya mencari 

legitimasi demokratis, para pembuat kebijakan UE membuka proses pengambilan 

keputusan yang dulunya terisolasi menjadi pengawasan publik. Warga negara Eropa 

diberi kesempatan untuk menyuarakan kritik mereka dalam pemilihan dan 

referendum nasional dan Eropa, dan perwakilan mereka di parlemen Eropa semakin 

sejajar dengan dewan Uni Eropa. Akibatnya, politisasi telah mengubah isi dan proses 

pengambilan keputusan politik di UE. Konflik politik baru seputar integrasi Eropa ini 

tidak mengikuti logika perpecahan kiri-kanan, melainkan melalui dimensi non-

ekonomi, mulai dari hijau/ alternatif/ libertarian hingga tradisionalisme/  otoritas/ 

nasionalisme. Hooghe dan Marks berpendapat bahwa apakah individu melihat diri 

mereka sebagai milik eksklusif komunitas nasional atau sebagai orang Eropa adalah 

inti dari perpecahan ini. Konflik tentang integrasi Eropa terkait dengan imigrasi, 

semakin membentuk struktur politik Eropa dan domestik secara umum (Hooghe, et 

al., 2016). 

 Menurut perspektif postfungsionalis, munculnya identitas Eropa di kalangan 

massa dimungkinkan dan tidak serta merta merugikan identitas nasional. Namun, 

Hooghe dan Marks (2009) berpendapat bahwa identitas kolektif sangat stabil dan 

pergeseran dari identitas nasional eksklusif ke Eropa terjadi pada kecepatan yang 

jauh lebih lambat daripada pembangunan institusi Eropa. Mengacu pada data survei 

hingga tahun 2009, mereka menyimpulkan bahwa tidak ada bukti pergeseran agregat 

menuju identitas nasional yang kurang eksklusif sejak awal 1990-an. Sampai 

perubahan generasi dimulai, Eropa dihadapkan pada ketegangan antara perubahan 

yurisdiksi yang cepat dan identitas yang relatif stabil. Ringkasnya, 

postfungsionalisme menekankan politisasi identitas nasional eksklusif yang 

membatasi proses dan isi integrasi Eropa. Peningkatan saluran representasi 

demokratis dan meningkatnya keterlibatan pembuat keputusan Uni Eropa di bidang 

 
2Menurut Collins English Dictionary, pengertian dissensus adalah ketidaksesuai atau perbedaan 

pendapat dalam sebuah kelompok. 
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kekuatan negara inti telah meningkatkan arti-penting politik integrasi Eropa dan telah 

menghubungkannya lebih erat dengan identitas kolektif. Sementara identitas Eropa 

massal dimungkinkan, konstruksinya jauh lebih lambat daripada pembangunan 

institusi Eropa (Kuhn, 2019). 

 

3. Hasil Penelitian dan Diskusi 

Argumen utama diperlukan sebagai jawaban sementara dalam rumusan 

masalah yang ada. Argumen utama ditulis berdasarkan latar belakang dan landasan 

konseptual yang menjadi alat untuk menganalisis sebuah masalah. Berdasarkan latar 

belakang dan teori yang ada, argumen utama yang dapat ditulis adalah  penyebab 

penolakan Parlemen Inggris terhadap kebijakan backstop dalam kasus Britain Exit 

dikarenakan adanya konstruksi sosial dari Partai Unionist Demokratik Irlandia Utara 

(DUP) yang menduduki 18 kursi di Parlemen Inggris dengan berasumsi bahwa 

kebijakan Backstop akan membuat Inggris bergantung pada aturan Uni Eropa dan 

akan memberikan momentum bagi mereka yang ingin menyatukan kembali Irlandia. 

Selain itu, banyak anggota parlemen Inggris yang pro-Brexit berpendapat bahwa ini 

akan membuat Inggris menjadi "negara bawahan", karena dalam kebijakan Backstop 

Irlandia Utara masih mengikuti peraturan Uni Eropa dan tidak dapat melakukan 

kesepakatan perdagangannya sendiri di seluruh dunia dan masih diawasi oleh hakim 

UE. Hal ini juga akan membuka peluang intervensi dari Uni Eropa kedalam wilayah 

Inggris. Kemudian, Parlemen Inggris juga mengkritik pemberlakuan kebijakan 

backstop tanpa adanya jangka waktu. Tanpa adanya pembatasan waktu berarti akan 

semakin menyulitkan perekonomian Inggris. Jika backstop diterapkan, Inggris akan 

kesulitan menjalin kerja sama dengan Negara lain dikarenakan tidak adanya batasan 

waktu dari Brexit. 

Penolakan Dari Partai Democratic Unionist Party (DUP) 

Partai Unionis Demokratik (DUP) adalah sebuah partai politik unionis dan 

loyalis di Irlandia Utara. Didirikan pada tahun 1971 selama Troubles oleh Ian 

Paisley, yang memimpin partai selama 37 tahun berikutnya. Saat ini dipimpin oleh 

Jeffrey Donaldson, itu adalah partai gabungan terbesar di Majelis Irlandia Utara, dan 

merupakan partai terbesar kelima di House of Commons Inggris. Partai tersebut 

digambarkan sebagai sayap kanan dan secara sosial konservatif, anti-aborsi dan 

menentang pernikahan sesama jenis. DUP melihat dirinya sebagai membela Inggris 

dan budaya Protestan Ulster melawan nasionalisme Irlandia. Partai ini Eurosceptic 

dan mendukung Brexit. DUP berevolusi dari Protestant Unionist Party dan secara 

historis memiliki hubungan kuat dengan Free Presbyterian Church of Ulster, gereja 

yang didirikan Paisley. DUP menentang pembagian kekuasaan dengan nasionalis 

atau republiken Irlandia sebagai cara untuk menyelesaikan konflik, dan juga menolak 

upaya untuk melibatkan Republik Irlandia dalam urusan Irlandia Utara. Ia 

berkampanye menentang Perjanjian Sunningdale tahun 1973, Perjanjian Anglo-

Irlandia tahun 1985, dan Perjanjian Jumat Agung tahun 1998. Pada tahun 1980-an, 

DUP terlibat dalam mendirikan gerakan paramiliter loyalis Angkatan Ketiga dan 

Perlawanan Ulster, yang terakhir membantu menyelundupkan pengiriman besar 

senjata ke Irlandia Utara (McGrath, 2019). 

Dalam sejarah DUP, Ulster Unionist Party adalah partai unionis terbesar di 

Irlandia Utara, tetapi pada tahun 2004 DUP telah mengambil alih UUP dalam hal 

kursi di Majelis Irlandia Utara dan House of Commons Inggris. Pada tahun 2006, 
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DUP ikut menandatangani Perjanjian St Andrews dan pada tahun berikutnya setuju 

untuk masuk ke dalam pemerintahan devolusi pembagian kekuasaan dengan Sinn 

Féin, yang setuju untuk mendukung Dinas Kepolisian, pengadilan, dan supremasi 

hukum. Paisley menjadi Menteri Pertama bersama Irlandia Utara. Namun, satu-

satunya Anggota DUP Parlemen Eropa (MEP), Jim Allister, dan tujuh anggota 

dewan DUP meninggalkan partai sebagai protes, mendirikan Suara Unionis 

Tradisional. Paisley digantikan sebagai pemimpin DUP dan Menteri Pertama oleh 

Peter Robinson (2008–2015), kemudian oleh Arlene Foster (2015–2021). Setelah dia 

digulingkan, Edwin Poots sempat menjadi pemimpin tetapi dia sendiri terpaksa 

mundur setelah tiga minggu. Pada bulan Juni 2021, ia digantikan oleh Jeffrey 

Donaldson. Partai Unionis Demokratik adalah anggota serikat Ulster, yang berarti 

bahwa mereka mendukung Irlandia Utara yang tersisa sebagai bagian dari Britania 

Raya dan menentang Irlandia bersatu. Partai ini melihat dirinya membela Inggris dan 

budaya Protestan Ulster melawan nasionalisme dan republikanisme Irlandia. DUP 

menegaskan bahwa budaya Irlandia dan Gaelik tidak boleh dibiarkan mendominasi 

pendanaan di Irlandia Utara dan telah memblokir undang-undang yang diusulkan 

yang akan mempromosikan dan melindungi bahasa Irlandia. DUP adalah pendukung 

setia pasukan keamanan Inggris dan peran mereka dalam konflik Irlandia Utara. 

Partai ini ingin mencegah tentara dan polisi Inggris dituntut atas pembunuhan yang 

dilakukan selama konflik (Serhan, 2018). 

Partai tersebut juga digambarkan sebagai populis sayap kanan dan 

mengandung beberapa tendensi ekstremis. Ini terkait dengan faksi loyalis Ulster dari 

unionisme, yang telah diidentifikasi sebagai bentuk nasionalisme etnis. DUP 

disahkan dalam pemilihan umum tahun 2017 oleh Dewan Komunitas Loyalis, sebuah 

kelompok payung dari kelompok paramiliter loyalis, yang merupakan organisasi 

teroris terlarang. DUP adalah partai Eurosceptic yang mendukung penarikan Inggris 

dari Uni Eropa dalam referendum Brexit tahun 2016 dan merupakan satu-satunya 

partai di eksekutif kekuatan Stormont yang mengkampanyekan Brexit. Partai 

tersebut menentang perbatasan keras Irlandia, dan ingin mempertahankan Area 

Perjalanan Umum. Anggota parlemen East Antrim Sammy Wilson menimbulkan 

kontroversi pada bulan Maret 2016 selama episode BBC Spotlight membahas 

implikasi dari referendum Uni Eropa, ketika ia tercatat setuju dengan anggota 

masyarakat yang mengatakan bahwa mereka ingin meninggalkan Uni Eropa. Wilson 

mengklaim dia setuju dengan keinginan untuk meninggalkan Uni Eropa, bukan 

seruan "keluar etnis". Wilson dikritik oleh konsul Polandia di Irlandia Utara dan 

berbagai partai politik lainnya. DUP sangat menentang backstop Irlandia Utara pada 

tahun 2019 karena melihatnya sebagai melemahkan tempat Irlandia Utara di Inggris 

Raya, dan oposisi ini dianggap oleh sejumlah komentator sebagai alasan utama 

mengapa perjanjian penarikan tidak diratifikasi oleh Parlemen Inggris sebelum tahun 

2020. Sejak tahun 2018, DUP mengatakan bahwa penghalang Irlandia Utara harus 

dihapus dari perjanjian penarikan Brexit jika mereka ingin terus mendukung 

pemerintahan Theresa May di House of Commons, meskipun partai tersebut 

mengatakan bahwa itu terbuka sampai batas waktu di backstop.DUP memilih 

"Tidak" di ketiga suara yang berarti pada Perjanjian Penarikan UE yang 

dinegosiasikan oleh Theresa May (Merrick, 2019). 
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Kekhawatiran Parlemen Inggris Bahwa Kebijakan Backstop Irlandia Dapat 

Membuat Ketergantungan Terhadap Uni Eropa 

 Protokol Irlandia merupakan upaya pertama yang ditolak untuk menyelesaikan 

trilemma. Backstop (juga secara resmi disebut Protokol Irlandia Utara) adalah 

lampiran dari rancangan perjanjian penarikan Brexit yang dikembangkan oleh 

pemerintahan Theresa May dan Komisi Eropa pada bulan Desember 2017 dan 

diselesaikan pada bulan November 2018. Proposal ini diberikan kepada Inggris 

secara keseluruhan untuk memiliki wilayah pabean yang sama dengan UE hingga 

solusi diberikan yang akan menghindari perlunya kontrol bea cukai yang jelas di 

perbatasan Inggris Raya/UE di Irlandia dan juga menghindari kontrol bea cukai di 

Inggris Raya (antara Irlandia Utara dan Inggris Raya). Elemen backstop adalah 

bahwa pengaturan tersebut akan terus berlaku secara potensial tanpa batas waktu 

kecuali jika Inggris dan Uni Eropa bersama-sama menyepakati pengaturan yang 

berbeda untuk perbatasan di Irlandia. Backstop akan mengharuskan Irlandia Utara 

tetap berada di beberapa aspek Pasar Tunggal Eropa. Pemerintah Irlandia, Sinn Féin, 

SDLP dan Partai Aliansi lintas komunitas dan Partai Hijau mendukung proposal 

backstop, sedangkan DUP, UUP dan TUV menentang. Pada awal tahun 2019, 

Parlemen Westminster telah memilih tiga kali menentang meratifikasi versi 

Perjanjian Penarikan ini dan dengan demikian juga menolak backstop (Breen, 2021). 

Setelah menjadi Perdana Menteri pada tanggal 24 Juli 2019, Boris Johnson 

berusaha menghapus penghalang yang ditolak oleh UE, yang menginginkan solusi 

operasional yang legal. Pada tanggal 2 Oktober, Johnson mempresentasikan 

pengganti potensial untuk backstop Irlandia tahun 2018, mengusulkan agar Irlandia 

Utara tetap selaras dengan UE dalam standar produk tetapi tetap berada di wilayah 

pabean Inggris. Ini akan memerlukan pemeriksaan produk antara Inggris Raya dan 

Irlandia Utara, tetapi tidak ada pemeriksaan bea cukai untuk barang-barang yang 

diperkirakan akan tetap berada di Inggris. Untuk perbatasan antara Irlandia Utara dan 

Republik, proposalnya akan memerlukan pemeriksaan pabean antara Irlandia Utara 

dan Republik (berpotensi dibantu oleh teknologi yang tidak ditentukan yang 

diterapkan jauh dari perbatasan) tetapi tidak ada pemeriksaan standar produk dan 

keamanan di pulau Irlandia sehingga hal ini ditolak oleh UE (Frazee, 2019). 

Banyak anggota parlemen mengkritik hambatan tersebut karena dua alasan 

utama. Bahwa itu akan mengarah pada peraturan yang berbeda untuk Irlandia Utara 

dibandingkan dengan Inggris Raya lainnya (yang menurut sebagian orang 

mengancam integritas Inggris), dan bahwa Inggris tidak akan dapat meninggalkan 

penghalang tanpa persetujuan UE.Perjanjian penarikan mengatakan bahwa Inggris 

dan Uni Eropa dapat menyingkirkan persyaratan backstop, tetapi hanya jika Inggris 

dan Uni Eropa setuju tidak perlu untuk menghindari perbatasan keras di Irlandia. 

Dengan kata lain, Inggris tidak dapat memilih keluar dari backstop Irlandia jika UE 

merasa bahwa solusi alternatif apa pun tidak akan berhasil. UE dan Inggris sama-

sama mengatakan mereka tidak ingin backstop digunakan tetapi ini tidak cukup 

menjamin bagi beberapa anggota parlemen yang merasa bahwa backstop dapat 

berarti Inggris tetap selaras dengan UE tanpa batas. Parlemen memberikan suara 

menentang perjanjian penarikan pada bulan Januari 2019, untuk pertama 

kalinya.Pada bulan Maret 2019, pemerintah Inggris dan UE menyetujui “instrumen” 

tambahan di backstop, yang dimaksudkan untuk mengatasi masalah ini.Menurut 

pendapat Jaksa Agung (penasihat hukum kepala pemerintah), instrumen ini 

mengurangi kemungkinan bahwa Inggris akan tetap berada di belakang di luar 
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kehendaknya jika UE menghalangi negosiasi mengenai pengaturan hubungan di 

masa depan dengan itikad buruk.Namun nasihat hukum juga mengatakan bahwa, jika 

tidak ada itikad buruk dari pihak UE yang dapat dibuktikan, instrumen tersebut tidak 

mengurangi kemungkinan bahwa Inggris dapat ditahan di belakang. Dalam 

praktiknya, ini berarti Inggris tidak dapat secara sepihak meninggalkan penghalang 

dalam skenario di mana kebuntuan telah dicapai antara Inggris dan UE, bukan 

melalui kegagalan yang dapat dibuktikan oleh salah satu pihak, tetapi hanya karena 

perbedaan yang tidak dapat diselesaikan(Cooper, 2018). 

Perjanjian penarikan, ditambah “instrumen” baru di backstop, ditolak oleh 

parlemen pada bulan Maret 2019. Perbatasan Irlandia dipilih oleh Inggris dan Uni 

Eropa sebagai penghalang karena pentingnya bagi proses perdamaian Irlandia Utara. 

Perjanjian Jumat Agung tahun 1998 adalah bagian penting dari proses perdamaian 

ini. Salah satu dari tiga poin utama perjanjian tersebut adalah menciptakan 

infrastruktur untuk “kerja sama Utara-Selatan” antara pemerintah Irlandia dan 

Majelis Irlandia Utara yang baru dibentuk.Kerja sama lintas batas ini merupakan 

bagian dari strategi ‘normalisasi’ hubungan antara komunitas Protestan dan Katolik 

di Irlandia Utara dan lintas perbatasan menurut Institute for Government. Bagian 

penting dari 'normalisasi' dan proses kerja sama ini adalah pembukaan perbatasan, 

yang sebelumnya dijaga oleh tentara Inggris. Saat ini, tidak ada pemeriksaan sama 

sekali pada orang atau barang saat mereka bergerak antara Irlandia Utara dan 

Republik Irlandia, dan perdagangan melintasi perbatasan bernilai £4 miliar pada 

tahun 2016. Pemerintah Irlandia mengatakan bahwa perbatasan terbuka adalah “ 

simbol yang paling nyata dari Proses Perdamaian”.(Sandford, 2020) 

Ketakutan Parlemen Inggris Akan Penyatuan Kembali Irlandia 

 Ada kekhawatiran di antara anggota Parlemen Inggris bahwa kebijakan 

Backstop adalah upaya terselubung untuk mendapatkan lebih banyak kekuasaan atas 

wilayah tersebut untuk mempromosikan Irlandia bersatu, sebuah posisi yang 

disangkal oleh pemerintah Irlandia. Partai Persatuan Demokratik (DUP) menentang 

perbatasan keras Irlandia dan ingin mempertahankan Area Perjalanan Umum. DUP 

adalah satu-satunya partai besar di Irlandia Utara yang menentang Perjanjian Jumat 

Agung. Referendum tentang reunifikasi Irlandia diusulkan oleh pemimpin Sinn Féin 

Martin McGuinness segera setelah hasil referendum Brexit diumumkan, sikap yang 

ditegaskan kembali oleh pemimpin partai baru Mary Lou McDonald pada tahun 

2018.Seminggu setelah referendum Brexit, Menteri Pertama Irlandia Utara saat itu, 

Arlene Foster dari DUP dan Wakil Menteri Pertama Martin McGuinness 

mengeluarkan surat bersama di mana mereka mengatakan bahwa perbatasan tidak 

boleh menjadi katalis untuk aktivitas ilegal atau menciptakan insentif bagi mereka 

yang ingin merusak proses perdamaian (Connelly, 2018). 

Komitmen DUP untuk mempertahankan Serikat tidaklah mengejutkan. Yang 

mendasarinya adalah beberapa kekhawatiran tambahan yang saling terkait. Yang 

pertama menyangkut status Irlandia Utara dan segala upaya (nyata atau anggapan) 

bahwa Brexit dapat menjadi sarana bagi nasionalis untuk mengejar agenda unifikasi. 

Kemarahan DUP yang cukup besar atas backstop telah diarahkan ke Dublin, yang 

mencerminkan ketakutan atas upaya untuk menyatukan Irlandia dengan 'diam-diam'. 

Ketakutan ini digabungkan di beberapa tempat dengan kesulitan dalam menerima 

pentingnya dan pengaruh Dublin yang tinggi dalam negosiasi dan persatuan yang 

ditunjukkan oleh UE27. Hal yang mendasari kekhawatiran tersebut adalah 
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keprihatinan atas kemungkinan pengkhianatan serikat pekerja oleh London. Apa pun 

klaim anggota parlemen Brexiter seperti Boris Johnson, Dominic Raab dan Jacob 

Rees-Mogg, DUP khawatir bahwa mereka dapat 'meninggalkan Irlandia Utara jika 

itu berarti Brexit bersih untuk seluruh Inggris'. DUP akan mengawasi ketat 

persaingan kepemimpinan Partai Konservatif, berharap Theresa May akan digantikan 

oleh seseorang yang lebih bersimpati pada posisinya dan bersedia mengupayakan 

pembukaan kembali Perjanjian Penarikan. Calon terdepan saat ini Boris Johnson 

telah terungkap telah mendukung pemeriksaan barang yang bergerak antara Irlandia 

Utara dan Inggris Raya untuk memastikan perbatasan lunak setelah Brexit (Holden, 

2020). 

Kebijakan Backstop muncul ketika Inggris menolak proposal UE untuk 

melembagakan pemeriksaan pabean di Laut Irlandia. Menjaga kesinambungan antara 

Inggris Raya dan Irlandia Utara adalah tuntutan yang tidak dapat dinegosiasikan dari 

pihak Partai Persatuan Demokratik (DUP). Hal ini penting karena dukungan DUP 

sangat penting bagi mantan Perdana Menteri Theresa May. Pemerintah May merujuk 

dalam kertas putih Brexit pertamanya ke Perjanjian Belfast dan menegaskan kembali 

kepatuhan Inggris pada kerangka konstitusional yang ditetapkan pada tahun 1998. 

Penghalangnya adalah produk dari apa yang berulang kali disebut May sebagai 

"garis merah." Hasil mereka adalah bahwa memperluas perbatasan perdagangan ke 

seluruh Inggris adalah satu-satunya pilihan yang layak dan UE dengan enggan 

menyetujui backstop. Sementara penolakan terhadap backstop dapat dimengerti 

secara politis, membongkar Perjanjian Jumat Agung tidak dapat diterima. Perjanjian 

tersebut membawa kemungkinan bahwa provinsi Utara menyatakan keinginannya 

untuk bergabung dengan Republik Irlandia dan berfungsi sebagai “kewajiban yang 

mengikat pada kedua pemerintah untuk memperkenalkan dan mendukung undang-

undang Parlemen masing-masing untuk mewujudkan keinginan itu.” Satu-satunya 

cara untuk mengetahui apa keinginan itu adalah dengan mengajukan pertanyaan 

kepada warga Irlandia Utara. Sebuah kasus baru-baru ini, dan dalam beberapa hal 

serupa, menunjukkan bahwa ini masuk akal secara politis. Pengalaman Prancis 

dengan konflik yang melibatkan Kaledonia Baru pada tahun 1998 memberikan 

pelajaran dalam hal ini. Pada saat itu, Perdana Menteri saat itu Michel Rocard 

merundingkan kesepakatan antara "Unionis" Prancis dan "Independen" Kanack. 

Perjanjian ini, yang mengantarkan periode panjang perdamaian sipil, termasuk 

referendum prospektif tentang masa depan wilayah tersebut. Referendum itu 

berlangsung tanpa insiden pada bulan November 2018. Partisipasi tinggi (81 persen) 

dan mayoritas memilih untuk tetap menjadi bagian dari Prancis (56,7 persen) 

(Lagana, 2020).  

Sebuah survei baru-baru ini menunjukkan 55 persen responden [di Irlandia 

Utara] pasti akan atau mungkin mendukung Irlandia Bersatu jika Inggris pergi tanpa 

kesepakatan, proporsi ini turun menjadi 48 persen jika Inggris akan pergi dengan 

persyaratan Perjanjian Penarikan dan hanya 29 persen jika Inggris tetap berada di 

UE. Apa pun hasil pemungutan suara yang sebenarnya, ini setidaknya menunjukkan 

bahwa perpecahan historis mungkin tidak terlalu penting bagi pemilih Irlandia Utara 

daripada ancaman dari Brexit.Perjanjian Belfast sangat jelas tentang organisasi 

referendum di Irlandia Utara. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa Menteri luar 

negeri akan menjalankan kekuasaan [memegang hak suara] jika, sewaktu-waktu, 

tampaknya mayoritas dari mereka yang memberikan suara akan menyatakan 

keinginan agar Irlandia Utara berhenti menjadi bagian dari Inggris dan merupakan 
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bagian dari Irlandia Bersatu.Tidak ada yang dapat meramalkan hasil referendum, 

tetapi fakta bahwa orang-orang Irlandia Utara memilih "tetap" pada tahun 2016 

(dengan mayoritas 2-1) adalah petunjuk yang cukup bahwa keinginan orang-orang 

saat ini mungkin pantas untuk dikhawatirkan (Daly, 2019). 

 Secara historis, jajak pendapat penduduk Irlandia Utara secara konsisten 

menunjukkan mayoritas menentang Irlandia Bersatu dan mendukung Irlandia Utara 

tetap menjadi bagian dari Britania Raya. Misalnya, dalam survei bulan November 

2015 oleh RT dan BBC, 30% populasi menyatakan dukungan untuk Irlandia Bersatu 

dalam hidup mereka dengan 43% menentang dan 27% ragu-ragu. Namun, ketika 

ditanya tentang status Irlandia Utara dalam jangka pendek hingga menengah, 

dukungan untuk persatuan lebih rendah sekitar 13% dari populasi. Survei tahunan 

Northern Ireland Life and Times tahun 2013 yang dilakukan oleh Queen's University 

Belfast dan Ulster University menemukan bahwa Irlandia bersatu adalah pilihan 

jangka panjang yang disukai 15% dari populasi sementara sisa bagian dari Kerajaan 

Inggris adalah pilihan jangka panjang yang disukai 66 % dari populasi. Ketika survei 

yang sama dilakukan pada tahun 2015, dukungan mencapai 22%. Pada tahun 1973, 

penduduk Irlandia Utara diberikan referendum mengenai apakah Irlandia Utara harus 

tetap menjadi bagian dari Britania Raya atau bergabung dengan Republik Irlandia 

untuk membentuk Irlandia bersatu. Hasilnya adalah 98,9% mendukung persatuan 

dengan seluruh Inggris, tetapi jajak pendapat itu sangat diboikot oleh kaum 

nasionalis, oleh karena itu jumlah pemilih adalah 58,7%. Namun suara pro-Inggris 

mewakili 57,5% dari seluruh pemilih, meskipun ada boikot. Ketentuan untuk 

referendum di masa depan dimasukkan dalam Perjanjian Jumat Agung dan Undang-

Undang Irlandia Utara Tahun 1998. Banyak orang Protestan Unionis di Irlandia 

Utara berpendapat bahwa mereka memiliki identitas berbeda yang akan dikuasai di 

Irlandia yang bersatu. Mereka mengutip penurunan populasi Protestan kecil Republik 

Irlandia sejak kemerdekaan dari Inggris, biaya ekonomi unifikasi, tempat mereka di 

pemain internasional kunci di Inggris dan nenek moyang mereka terutama non-

Irlandia. Orang-orang serikat pekerja di Irlandia Utara terutama menemukan identitas 

budaya dan etnis mereka dari penjajah Skotlandia dan Inggris, yang keturunannya 

dapat ditemukan di tiga kabupaten Ulster yang diperintah oleh Republik Irlandia. 

Orang-orang seperti itu merayakan warisan Skotlandia mereka setiap tahun seperti 

rekan-rekan mereka di enam kabupaten lainnya (Meredith, 2018).  

 

4. Kesimpulan 

Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor alasan penolakan Parlemen 

Inggris terhadap Kebijakan Backstop Irlandia. Dengan menggunakan konsep 

konstruktivisme dan postfunctionalist, skripsi ini berargumen bahwa penyebab 

penolakan Parlemen Inggris terhadap kebijakan backstop dalam kasus Britain Exit 

dikarenakan adanya konstruksi sosial dari Partai Unionist Demokratik Irlandia Utara 

(DUP) yang menduduki 18 kursi di Parlemen Inggris dengan berasumsi bahwa 

kebijakan Backstop akan membuat Inggris bergantung pada aturan Uni Eropa dan 

akan memberikan momentum bagi mereka yang ingin menyatukan kembali Irlandia. 

Selain itu, banyak anggota parlemen Inggris yang pro-Brexit berpendapat bahwa ini 

akan membuat Inggris menjadi "negara bawahan", karena dalam kebijakan Backstop 

Irlandia Utara masih mengikuti peraturan Uni Eropa dan tidak dapat melakukan 

kesepakatan perdagangannya sendiri di seluruh dunia dan masih diawasi oleh hakim 

UE. Hal ini juga akan membuka peluang intervensi dari Uni Eropa kedalam wilayah 
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Inggris. Kemudian, Parlemen Inggris juga mengkritik pemberlakuan kebijakan 

backstop tanpa adanya jangka waktu. Tanpa adanya pembatasan waktu berarti akan 

semakin menyulitkan perekonomian Inggris. Jika backstop diterapkan, Inggris akan 

kesulitan menjalin kerjasama dengan Negara lain dikarenakan tidak adanya batasan 

waktu dari Brexit. 

Penolakan dari Partai DUP menjadi salah satu alasan penolakan Parlemen 

Inggris terhadap Kebijakan Backstop. Partai Persatuan Demokratik (DUP) 

menentangnya karena akan memperkenalkan perbedaan peraturan antara Irlandia 

Utara dan Inggris Raya lainnya, yang dilihatnya sebagai ancaman bagi tempat 

Irlandia Utara di Uni Eropa. Namun, mayoritas orang di Irlandia Utara mendukung 

backstop, karena memberi mereka akses istimewa ke pasar Inggris dan UE. Pada 

bulan Januari 2019, pemerintah Inggris Raya menerbitkan proposal tentang 

bagaimana Inggris Raya, termasuk eksekutif Irlandia Utara, dapat memengaruhi 

keputusan untuk menggunakan backstop dan tata kelolanya jika itu mulai berlaku, 

serta komitmen bahwa seluruh Inggris Raya akan menyelaraskan secara sepihak 

dengan peraturan pasar tunggal yang diterapkan di Irlandia Utara.Brexiteers lainnya 

menentang backstop karena itu berarti Inggris tetap berada di wilayah pabean dengan 

UE, menghilangkan kemampuan Inggris untuk memvariasikan tarifnya sebagai 

komponen utama dari kesepakatan perdagangan.Ada juga kekhawatiran bahwa 

Inggris tidak akan dapat meninggalkan backstop. Itu dimaksudkan untuk menerapkan 

“kecuali dan sampai” pengaturan alternatif, yang disepakati kedua belah pihak, dapat 

menggantikannya. 

Selain itu, ada kekhawatiran di antara anggota Parlemen Inggris bahwa 

kebijakan Backstop adalah upaya terselubung untuk mendapatkan lebih banyak 

kekuasaan atas wilayah tersebut untuk mempromosikan Irlandia bersatu, sebuah 

posisi yang disangkal oleh pemerintah Irlandia. Partai Persatuan Demokratik (DUP) 

menentang perbatasan keras Irlandia dan ingin mempertahankan Area Perjalanan 

Umum. DUP adalah satu-satunya partai besar di Irlandia Utara yang menentang 

Perjanjian Jumat Agung.Referendum tentang reunifikasi Irlandia diusulkan oleh 

pemimpin Sinn Féin Martin McGuinness segera setelah hasil referendum Brexit 

diumumkan, sikap yang ditegaskan kembali oleh pemimpin partai baru Mary Lou 

McDonald pada tahun 2018.Seminggu setelah referendum Brexit, Menteri Pertama 

Irlandia Utara saat itu, Arlene Foster dari DUP dan Wakil Menteri Pertama Martin 

McGuinness mengeluarkan surat bersama di mana mereka mengatakan bahwa 

perbatasan tidak boleh menjadi katalis untuk aktivitas ilegal atau menciptakan 

insentif bagi mereka yang ingin merusak proses perdamaian. 

 Kekhawatiran tentang dampak Brexit pada proses perdamaian dan perbatasan 

Irlandia, khususnya oleh nasionalis selama debat referendum Uni Eropa. 

Keanggotaan UE telah memainkan peran penting dalam politik Irlandia Utara. Hal 

ini telah menjadi faktor politik, ekonomi dan psikologis yang signifikan yang 

memungkinkan serikat pekerja dan nasionalis untuk berkolaborasi dan telah menjadi 

sarana untuk menjaga hubungan dengan Republik Irlandia. Berbeda dengan partai-

partai utama Irlandia Utara yang sikapnya terhadap UE tidak mencerminkan “sistem 

partai ganda etnis”, penduduk Irlandia Utara tampaknya masih terbagi menurut garis 

komunitas, sebagaimana ditegaskan oleh hasil referendum Brexit. Bahkan jika 

sebagian besar penduduk memilih untuk tetap berada di UE (dengan mayoritas 

55,8% berbanding 44,2%), ada kesenjangan antara konstituen serikat pekerja dan 

nasionalis. Sebagian besar konstituen serikat pekerja mayoritas, tujuh dari sepuluh 
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(di antara delapan belas konstituen Irlandia Utara), memilih untuk keluar, sedangkan 

semua wilayah mayoritas nasionalis memilih untuk tetap berada di UE. Akibatnya, 

ini berarti bahwa ketegangan antarkomunitas dapat dihidupkan kembali, terutama 

karena keanggotaan UE adalah masalah yang sensitif. 
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